WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR || TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap
Standar Biaya Umum, khususnya terhadap Honorarium
Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Batu tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118j);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400});



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038j);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45735);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.06/2015
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan darat
Bermotor Dinas Operasinal Jabatan di Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020
tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Batu Nomor 101 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82
Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN WALI KOTA BATU TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
BATU NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasall

Lampiran Il Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun
2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Batu Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedeman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021, Standar
Biaya Umum, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan, diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

URAIAN KELOMPOK SATUAN| HARGA |

| KODE
KELOMPOK BARANG
BARANG
1 2

19.1.2.25.01.01.001

3

SATUAN

4

Honorarium Pelaksana f(é-giatan dan Sekretariat |

Pelaksana Kegiatan

'9.1.2.25.01.01.001

9.1.2.25.01.01.001

Honeorarium Pelaksana _Kéglzia_m

Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah

9.1.2.25.01.01.001
9.1.2.25.01.01.001

9.1.2.25.01.01.001

9.1.2.25.01.01.001 | Pengarah 1 OB 1.500.000,00 |
9.1.2.25.01.01.001 | Pengarah II OB | 1.300.000,00
9.1.2.25.01.01.001 | Penanggung Jawab OB 1.250.000,00
19.1.2.25.01.01.001 | Ketua (Eselon ) OB | 1.000.000,00 |
9.1.2.25.01.01.001 | Ketua {Eselon III) OB | 850.000,00 |
0.1.2.25.01.01.001 | Wakil Ketua (Eselon 1I) OB 850.000,00 |
9.1.2.25.01.01.001 | Sekretaris OB 750.000,00
9.1.2.25.01.01.001 | Anggota Eselon Il OB 750.000,00
[6.1.2.25.01.01.001 | Anggota Eselon 11l OB 650.000,00 |
9.1.2.25.01.01.001 | Anggota Eselon 1V OB 550.000,00 |
9.1.2.25.01.01.001 | Anggota (Stal) OB 500.000,00 |

Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat |

Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pelaksana Kegiatan

Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

19.1.2.25.01.01.001
19.1.2.25.01.01.001
19.1.2.25.01.01.001
19.1.2.25.01.01.001
19.1.2.25.01.01.001
19.1.2.25.01.01.001

19.1.2.25.01.01.001

Pengarah OB 750.000,00 I
Penanggung Jawab OB 700.000,00 |
Ketua OB 650.000,00 |
Wakil Ketua OB 600.000,00 |
Sekretaris OB 500.000,00 |
Anggota (Pejabat OB 450.000,00 |
Struktural) _
Anggota (staf) OB 400.000,00 |
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Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota int dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal § Februari 2021

WALI KOQTA BATU,
-

r._____,_-—-

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 9 Februari 2021
ARIS DAERAH KOTA BATU

)

L

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR |i /A
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